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DENGAIT RAIIMAT TI'HAIT YAITG MAIIA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : L.

b.

BI'PAfi BARITO SELIITANN

bahwa guru dapat diberikan hrgas sebagai Kepala
Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;

bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan
satuan pendidikan yang professional khususnya
mengenai tata cara dan mekanisme pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian guru sebagai Kepala
Sekolah, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;

bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24
Tahun 2Ol9 tentang Pengangkatan, Pemberhentian
dan Pemindahan Kepala Sekolah, sudah tidak sesrrai
dengan dinamika perkembangan perahrran
perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, hunrf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Kepala Sekolah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

c.

d.
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Nomor 72, TarrLbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 385U;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a3OU;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOS Nomor L57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a586);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang

Aparatur Sipil Negara (tembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OLs

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2AL4 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56O1);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2A2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,

.,.

4.

6.

7.

8.
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Rrsat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia 67571;

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OO8 tentang
Wqiib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a863);

L l.. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86a\

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 494L1 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun ZOLT tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tatrun 2OO8 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6058);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Or.7 Nomor 63,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6a771;

14. Peratrrran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2A2l tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 66761 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
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Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2O2L tentang Standar Nasional Pendidikan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 14, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67621;

15. Peraturan Pemerintah Nomorg4 Tahun 2O2L tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 2O2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 67181;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13

Tahun 2AO7 tentang Standar Kepala Sekolah/
Madrasah;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16

Tahun 2OO9 tentang Jabatan Fungsional Guru dan
Angka ltueditnya;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L2O Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor L57l;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 32 Tahun 2OL8 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minirnal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor L687);

2O. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
Dan Teknologr Republik Indonesia Nomor 4O Tahun
2A2l tentang Penugasan Gurl Sebagai Kepala
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O2L Nomor La27l;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2OL6 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
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Zl.Peraluran Daerah Kabupaien Barito selatan Nomor 7

tahun 2a2A tentang Pembentukan Hukum Daerah

{Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan Tahun

2A2O Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATUBAIIT BUPATI ?EIITTANG PENGAISG!(A?AI{,

PEMINDAIIAN DAN PEMBERHEilTIAT{ KEPALA

SEKOI,AII.

BAB I
KTTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

t. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan'

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupad adalah Bupati Barito Selatan.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati

S" Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito

Selatan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

T. Kepala Dinas Pendid,ikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Barito Selatan.
B. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang berada di lingkungall

Dinas pendidikan Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah

Pertama (SMP).
g. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin

pembelajarall d.an mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman

kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah

dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah

pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah

kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di

Luar Negeri.
10. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan

mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)'

sekoleh Dasar (SD), dan sekolah l\tlenengah Pertama (sMP).
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Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada guru

yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru Penggerak.

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah adalah suatu proses penilaian

kemampuan Kepala Sekolah dalam mengelola satuan pendidikan dan
penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan berdasarkan

Standar Nasional Pendidikan.
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggungiawab
pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pengangkatan adalah penugasan kepala sekolah di jenjang pendidikan

tertentu dengan jangka waktu tertentu.
Pemberhentian adalah penghentian tugas kepala sekolah oleh pejabat

berwenang dikembalikan menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru.

Pemindahan adalah penugasan kepala sek=olah dari satuan pendidikan

kepada satuan pendidikan lainnya yang sederqjat.

Pasal 2

Peraturaa Bupati ini bertujuan sebagai pedoman Pemer{ntah Daerah dalam

melaksanakan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Kepala

Sekolah sebagai beatuk pembinaan, kaderisasi, penyegaran dalam rangka

elisiensi dan efektifitas penyelenggaran pendidikan.

BAB II
TUGAS, FUNGSI, DAr{ WEUIENANG KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

Kepala Sekolah memiliki tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan,

dan superrisi kepada guru dan tenaga kependidikan berdasarkan pada

kualifikasi akademik, standar, kompetensi Kepala Sekolah, kebutuhan
formasi, kaderisasi, tuntutan profesi dan reformasi birokrasi dalam rangka

sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Pasal 4

Fungsi Kepala Sekolah adalah sebagai pelaksana sebagian tugas Kepala

Dinas Pendidikan dalam mengelola, menganalisis, merencanakan,

melaksar:.akan, keberlangsungan pendidikan ditingkat satuan pendidikan

sesuai standar pendidikan nasional serta untuk memperkuat sistem layanan

pendidikan yang bermutu.
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Pasal 5

Kewenangan Kepala Sekolah adalah sebagai pelaksana sebagian tugas

Kepala Dinas Pendidikan dalam mengendalikan, mengevaluasi, dan

menindaklanjuti keberlangsungan pendidikan ditingkat Satuan Pendidikan

sesuai standar pendidikan nasional serta untuk memperkuat sistem layanan
pendidikan yang bermutu.

BAB III
PERSYARATAIY CATON KEPALA SEKOLA}I PADA SATUAN PEIYDIDIITAJT

YANG DISELEIIIGGARAKAN PEMERIIYTAII DAERAH ATAU MASYARAKA'T

Pasal 6

tU Guru dapat menjadi Calon Kepala Sekolah apabila memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a.. Memiliki kualilikasi akademik paling rendah sarjana tS- U atau
diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang

terakreditasi;
b. Memiliki sertifikat pendidik;
c. Memiliki Sertilikat Guru Penggerak;

d. Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongaa

ruang IlIlb bagi guru yang berstatus sebagai PNS;

e. Merniliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru
pegawai pemerinta.h dengan pedanjian kerja;

f. Memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah
*Baik" selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;

g. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di
satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas
pendidikan;

h. Sehat jasrnani, rohani, dan bebas narkotika, psik^otropika, dan zat

aditif berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;

i. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan / atau berat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdalnva atau tidak pernah

menjadi terpidana; dan
k. Berusia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi

penugasan sebagai Kepala Sekolah.

tzl Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b, huruf d, dan
huruf e dikecualikan untuk calon Kepala Sek<llah pada, satuan
pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

BAB TV

MTKAIIISME PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA

SA?UAN PEITDIDII(AIY YAIUG DISELENGGARAI{Ail PEMERIIITTA}I
DAENAH ATAU MASYARAI{AT
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Bagian Iiesatu
Umum

Pasal 7

Mekanisme Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan
melalui pengangkatan calon Kepala Sekolah yang dilakukan oleh:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk satuan Pendidikan yang

diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya; dan
b. Pimpinan penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakall

masyarakat.
Pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul Kepala Dinas
Pendidikan atas rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah.
Tim pertimbangan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan

Kepala Sekolah bagr satuan Pendidikan yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah terdiri atas unsur:
a. Sekretariat Daerah;
b. Dinas Pendidikan;
c. Dewan Pendidikan; dan
d. Pengawas Sekolah.
Tim pertimbangan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan
Kepala Sekolah bagr satuan Pendidik-an yang diselenggaraka-n

masyarakat terdiri atas unsur penyelenggara satuan Pendidikan yang

diselenggarakan masyarakat.
Tim pertimbangan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat {3) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.
Tim perlimbangan pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat {4) ditetapkan oleh

pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan
masyarakat.
Jumlah keanggotaan Tim pertimbangan pengangkatan, pemberhentian

dan pemindatran Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud. pad.a ayat (3)

adalah 9 {Sembilan} orang yang terdiri dari 1 (satu) orarg
penanggungjawab, i {satu) orang ketua danT {tujuh) orang anggota.

Bagian Kedua
Satuan Pendtdikan yang Diselenggarakan Pemerlntah Daerah

Pasal 8

{1) Dalam hal jumlah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah,

sertifikat penguatan calon kepala sekolah atau serti{ikat guru penggerak

di Kabupaten tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan

\2)

{3)

(4)

{s}

(6)

{71
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Guru sebagai Kepaia Sekoiah dari Guru yang belum memiliki Sertiiikat
Calon Kepala Sekolah, atau Sertifikat Guru Penggerak.

(21 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c
dikecualikan untuk penugasan guru sebagai Kepala Sekolah

sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

{3} Persyaratan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

harus dipenuhi oleh guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah

paling lambat Tahun 2A26.

Pasal 9

Dalam ha1 Pemerintah Daerah tidak memiliki Guru yang memiliki sertifikat
calon kepala sekolah, dan sertifikat guru penggerak, Pemerintah Daerah

dapat melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah untuk memenuhi

kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sesuai kewenangtnnya.

Bagian Ketlga
Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Masyarakat

Pasal 1O

Dalam hal jumlah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah,

sertifikat penguatan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak

di satuan Pendidikan yang dikelolanya tidak mencukupi, penyelenggara

satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat

menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum

memiliki Sertifikat Calon Kepala Sekolah, atau Sertifikat Guru
Penggerak.
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat

Guru Penggerak"
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b,

huruf c, huruf d dan huruf e dikecualikan untuk penugasan guru

sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Penyelenggara satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat

melakukan koordinasi antar penyelenggara satuan Pendidikan untuk
memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah'

(u

(2)

t3)
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tsAB V
JAI{GKA WAIITU PENUGASAI{ GI'RU SEBAGAI KEPATA SEKOLAH PAI}A

SATUAI{ PENDIDII(AN YANG DISELENGGARAI{AI{ PEMERINTAII
DAERAH ATAU MASYARAI{AT

Pasal 12

Jangka waktu penugas€ul guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan

Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah termasuk di

daerah khusus dilaksanakan dengan pertodesasi.

Periodesasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 4
(empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun, setiap masa

periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
Penugasan Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang

sarna paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode

dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
Dalam ha1 Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum

mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasall

kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas'.vaktu 4 {empat} periode

dalamjangka waktu 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada

ayat {2}.
Penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai

Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan.

Pasal 13

Jangk^a waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekalah pada Satuan

Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dituangkan dalam perjanjian

kerja.

BAB VI
PEI{ILAIAIY KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yeng

d,iseenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun dengan

penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur
penilaian.
Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (U tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan

diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat ditugaskan kembali sebagai guru.

t5)

t3)

(4)

f 1lt',

{2)

{3)
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(4i Fenugasan kembali sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3i

dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan

mempertimbangkan kebutuhan dan j umlah guru diwilayahnya.

Pasal 15

t1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang

diselenggarakan masyarakat dilakukan setiap tahun dengan penilaian

paling rendah d.engan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.

t2l Daiam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (U tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan

diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.

{3} Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

{2} dapat ditugaskan kembali sebagai guru.

BAB VII
BEBAI{ I(ER.IA KEPALA SEKOLAH PADA SATUAIY PENDIDIKAIT YATTG

DISELEIEGGARAKAII PEMERINTA}I DAERAH A?AU MASYARA]KAT

Pasal 16

tU Beban Kerja Kepata Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas

pokok masqjerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervise kepada

guru dan tenaga kePendidikan.

{2} Beban Keda Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (U
bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu
seko!.ah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan'

t3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan Pendidikan, Kepala

Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajarall, atau pembimbingan

agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada

satuan Pendidikan yang bersangkutan.
(4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau

pembimbingan sebagaimana dimaksud ayat {3), tugas pembelajaran

atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan diluar tugas

pokoknya.

BAB VIT

PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAII

Pasal 17

tl) Kepala Sekolah melaksanakan pengembangan profesi.

(2) Pengembangax profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakatt

prCIgrem dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan
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sikap professional yang dilaksanakan berJ'enjang dan

berkesinambungan.
(3) pengembarlgan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan

oleh direktur jenderal yang membidangr guru dan tenaga kependidikan"

BAB VIII
PTMBII{AAN I(ARIER KEPALA STKOLAH

Pasa! 18

pembinaan karier Kepala Sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PEMINDAHAIY KEPALA SEKOLAH

Pasal 19

t1) Pemindahan Kepala Sekolah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-

ha1 sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah dapat dipindahtugaskan setelah melaksanakan tugas

sekurang-kurangnya 2 {dua) tahun;
b. Terkena hukuman disiplin ringan;
c. Terkena ketentuan periodesasi;dan
d. Hasil rekomendasi Tim Pertimbangan, Pengangkatan,

Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekolah.

{2} Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB X
PEMBERHEI'I?IAN KEPALA SEKOLAII

Pasal 2O

{1} Kepala Sekolah berhenti k-arena :

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

huruf c karena:
a. mencapai batas usia pensiun Guru;
b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala sekolah;

c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;

d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsion*l guru;
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e. fidak melaksanakan tugas sec.Lra berkelanjutan atau berhaiangan

tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;

f. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hokum tetaP;

g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai

dengan sebutan Paling rendah Baik;

h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan

lebih;
i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
j. menduduki jabatan negara

(3) Kepala sekolah yang diberhentjkan berdasarkan

dimaksud pada ayat t2l huruf e, huruf g, dan

melaksanakan tugas sebagai Guru'

{4} Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat t1)

diteta.pkan oleh:
a. Pejabat pembina kepegawaian untuk Kepala Sekolah pada satuall

Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;

b. Penyelenggara satuan pendidikan untuk Kepala Sekolah pada satuan

Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat'

BAB XI
K TENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas

sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. Masa tugas Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana

dimaksud pada huruf a, masa tugasnya mengikuti ketentuan dalam

Peraturan BuPati ini;
c. Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini

berlaku masa tugasnya terhitung sejak yang bersangkutan ditugaskan

pertama kali sebagai Kepala Sekolah;

d. Guru yang telah memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah yang

diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2O2l dapat diberi tugas sebagai

Kepala Sekolah sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

e. Guru berstatus PNS yang ditugaskan sebagai Kepala sekolah di satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan, maka

pengangkatannya sebagai Kepala Sekolah ditetapkan oleh

penyelenggara pendidikan masing-masing atas izin Bupati selama 1

(satu) periode dengan jangka waktu 4 {empat) tahun'

berturut-turut atau

hal sebagaimana
huruf h kembali
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EAE XII
BEIEfi UA.fr PEITUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a" Petunjuk teknis petraksanaan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24

Tatrun 2019 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan pemindahan

Kepala Sekolah di Kabupaten Barito Selatan ( Iembaran Berita Daerah

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2Al9 Nomor 25 ) dinyatakar:. masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Bupati ini; dan
b. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun zALg tentang

pengangkatan, Pemberhentian dan pemindahan Kepala Sekolah di

Kabupaten Barito Selatan { Lembaran Benta Daerah Kabupaten Barito

Selatan Tahun 201,9 Nomor 25 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mutai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap or€mg mengetahubya, memerintahkan pengundasgan Peraturan

Bupati ini dengan penempatarrnya dalam Berita Daerah Kabupatea Barito

Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 6a:ret 2022

sEtATAr{,
;)

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 'l Ha*et 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2A22 NOMOR 9


